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Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Paiembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungs! serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Kcuangan dan Aact Daerah Kota Palembang;

Mengingat: 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 temang
Pembentuknn Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumat.era
Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2 . Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparaur
Sipil Negera ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tending
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55S7) sebagaimana telah
dinbah beberapa kali , tcrakhir dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); dan

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 0 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISAS1, TUGAS DAN FUNGST SERTA TATA KERJA
DADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PALEMBANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerimah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Palembang.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kcpala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Palembang.
10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
1 l .Seksi adalah Seksi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kota Palembang.
12. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
13. Unit Pclaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan .

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.



BAB 11
KRDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

( 1 ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah merupakan
unsur pclaksana Umsan Pemerintahan Bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bcrianggung jawab kepada Waiikota melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asci Daerah pada ayat
( 1 ) mempunyai tugas mcmbantu Waiikota melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dan tugas pembantuan.

(4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Waiikota

lerkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, terdiri dari:
a . Kepala Dinas.

b. Sckretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Percncanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahi:
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan Anggaran; dan
3. Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

Daerah.
d. Bidang Akuntansi, membawahi:

1. Sub Bidang Akuntansi dan Administrasi Belanja
Pegawai ;

2 . Sub Bidang Akuntansi Pendapaian; dan
3. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.

e. Bidang Pcnatausahaan dan Penilaian Aset, membawahi:
1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
2. Sub Bidang Standarisasi dan Penilaian Aset; dan
3. Sub Bidang Mulasi Aset.
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f. Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset,
membawahi:
1 . Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset;
2. Sub Bidang Pemanfaatan Aset; dan
3. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan

Aset.
g* Unit Pclaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sckretariat dipimpin oleh Sekrctaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3} Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sub Bidang.

(6) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengclolaan Keuangan
dan Aset Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN KUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang pengclolaan keuangan dan aset daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Sckretariat

Pasal 5

( 1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan
pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi
umum, perkanloran , kehumasan dan kepegawaian.
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(2) Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. koordinasi penvusunan dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan ;
b. pclaksanaan urusan administrasi urnum;
c. pclaksanaan urusan rumah tangga , perlengkapan dan

perkantoran;
d. pclaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
0. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kcpcgawaian, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kcpcgawaian ;
b. mengelola administrasi umum clan surat menyurat;
c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
d. mcngelola administrasi barang, perlengkapan dan

kendaraan dinas;
e. mengelola urusan rumah rangga, kchumasan dan

keprotokolan ;
f. mengelola administrasi kcpcgawaian dan perjalanan

dinas;
g. melaporkan hasil kcrja capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnva.
1. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnva.
(2} Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian
keuangan;

b. menyusun rencana anggaran kerja dinas;
c. menyusun rencana plafon kebuluhan anggaran dan

penggunaan anggaran ;
d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan

belanja tidak langsung;
c. menyusun dan menganaUsa taporan keuangan;
f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, veritikasi dan

pembukuan/ akuntansi;
g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnva.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan , mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan sub

bagian perencanaan dan pelaporan;
b. melaksanakan koordinasi penvusunan program dan

kegiatan antar bidang;
c. menyusun dokumen perencanaan dinas;
d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan

bidang;

e. momtonnV a,\
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e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja Badan;
f. menyusun dokumen pelaporan Badan;
g. melaporkan hasil kcrja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

Ragian Ketiga
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 7

( 1} Bidang Anggaran dan Perbendaharaan , mempunyai mgas
melaksanakan sebagian tugas badan di bidang anggaran
dan perbendaharaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pnda
^yat (1) , Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai
fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

kegiatan di bidang anggaran dan perbendaharaan;
b. pelaksanan program dan petunjuk teknis di bidang

anggaran perbendaharaan;
c. pengawasan , pembinaan dan pengendalian di bidang

anggaran dan perbendaharaan;
d. pcnelaahan rumusan kebijakan di bidang anggaran dan

perbendaharaan;
e. pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan lugas;
f. pelaksanan komunikasi, koordinasi dan kerjasama

dengan lembaga / instansi lain di bidang anggaran dan
perbendaharaan;

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan inslansi
terkait;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan lugas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinva,

Pasal 8

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran, melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang

Penyusunan Anggaran;
b. melaksanakan program dan teknis di bidang

penyusunan anggaran;
c. mengendalikan , mengumpulkan bahan sehubungan

dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
daerah dan perubahan APBD;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
bimbingan teknis dalam rangka penyusunan APBD;

e. melakukan asistensi dan koordinasi dalam proses
penyusunan anggaran perangkat daerah;

f. menyusun ... ^ L
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f. mcnyusun lormasi perkembangan pelaksanaan kegiatan
pada sub bidang penyusunan anggaran;

g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kcgiatan
penyusunan anggaran;

h. melakukan koordinasi dcngan unit kerja tcrkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

i. mclaporkan basil kerja dan capaian kinerja; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dcngan

btdang tugasnya.

(2) Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan Anggaran,
mempunyai tugas:
a. mcnyusun rencana program dan kcgiatan Subbid

Administrasi pelaksanaan anggaran;
b. melaksanakan program dan petunjuk teknis di bidang

administrasi pelaksanaan anggaran;
c. mengumpulkan baban guna rnenyiapkan rnneangon

surat penyediaan dana (SPD) ;
d. rnenyiapkan bahan perumusan dan menyusun pedoinan

pelaksanaan APBD;
e. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis

dalam penyusunan APBD;
f. mengelola/ penatausahaan terhadap pelaksanaan

anggaran investasi daerah;
g. melakukan asisrensi dan koordinasi penyiapan

dokumcn yang terkait dengan pelaksanaan anggaran;
h. menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan

pada sub bidang administrasi pelaksanaan anggaran;
i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;
j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan

pelaksanaan anggaran;
k. melaporkan basil kerja capaian kinerja; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengclolaan Kas Daerah,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan subbid

perbendaharaan dan pengclolaan kas daerah;
b. melaksanakan program petunjuk teknis

perbendaharaan di bidang perbendaharaan dan
pengelolaan kas daerah;

c. melakukan verifikasi dan pengujian terhadap pengajuan
permintaan pencairan dana;

d. rnenyiapkan dan menerbitkan SP2D serta menyusun
laporan realisasi SP2D;

c. melakukan koordinasi dan pemantauan sehubungan
dengan pengelolaan Tokening mllik Hemerintah;

f. melaksanakan bimbingan teknis terkait pelaksanaan
kegiatan pada sub bidang perbendaharaan dan
pengclolaan kas daerah;

g. mengendalikan mengumpulkan dan mengolah data
terkait pelaksanaan kegiatan pada sub bidang
perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;

h.



h. memonitormg clan mengcvaluasi pelaksanaan kegiatan
pada bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas
daerah;

i. melakukan asistcnsi dan koordinasi penyiapan
dokumen yang terkait dengan pelaksanaan anggaran;

j. menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan
pada sub bidang perbendaharaan dan pengelolaam kas
daerah;

k. rnelakukan koordinasi dengan unit kerja terkait uniuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

h mclaporkan hasil dan capaian kinerja; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keempar
Bidang Akuntasi

Pasal 9

( 1) Bidang Akuntansi, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas badan di bidang akuntansi.

(2) Unruk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) , Bidang Akuntansi, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan teknis di bidang akuntansi;
b. pengendalian pcngumpulan bahan, melakukan

koodinasi serla rekonsilasi guna penyusunan laporan
keuangan pemerintahan;

c. penyusunan rumusan laporan keuangan pemerintahan;
d. penyiapan bahan, mcrumuskan dan melaksanakan

kebijakan sistem akuntansi pemerintahan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi terkait

pelaksaaan sistem akuntansi pemerintahan;
f. penyiapan bahan guna rekonsilasi dan

pertanggungjawaban pendapatan daerah yang
bersumber dari dana dan pendapatan lain yang sah;

g. pelaksanaan meneliti, mengcvaluasi dan melakukan
konsolidasi laporan pertanggungjawaban belanja
perangkat daerah;

h. pengumpulan dan mengolah data serta melakukan
koordinasi schubungan dengan pelaksanaan kegiatan
akuntasi;

i . pelaksanaan evaluasi kegiatan pada bidang akuntansi;
j. penyusunan formasi perkembangan pelaksanaan

kegiatan pada sub bidang akutansi;
k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan

pelaksanaan tugas; dan
m. pelaksanaan lain yang dibcrikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.



9

Pasal 10

(1) Sub Bidang Akuntansi dan Administrasi Bclanja Pegawai,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang

akuntansi dan administrasi belanja pegawai;
b< mclaksanakan program dan petunjuk teknis di bidang

akutansi dan administrasi belanja pegawai;
c. mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan

koordinasi serta rekonsiliasi guna penyusunan laporan
kcuangan pemerintah;

d. mcrumuskan laporan kcuangan pemerintah;
e. meneliti, rnengevaluasi dan melakukan konsolidasi

laporan pertanggungjawaban belanja perangkat daerah;
f. melakukan koordinasi dan konsolidasi atas pcngelolaan

administrasi terkair belanja gaji PNS;
g. rnenyiapkan bahan penyusunan neraca bclanja dan

administrasi belanja pegawai pada laporan keuangan
pemerintah;

h. rnenyiapkan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis dan
pembinaan terkair pelaksanaan kegiatan pada sub
bidang Akuntansi dan Administrasi Belanja Pegawai;

i . mengendalikan pengumpulan dan pengelolaan data
terkait pelaksanaan kegiatan pada sub bidang
akuntansi belanja dan Administrasi Belanja Pegawai;

j. melakukan asitensi terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pada sub bidang Akuntansi dan Administrasi
Belanja Pegawai;

k. menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan
pada sub bidang Akuntansi dan Administrasi Belanja
Pegawai;

l. menyelenggaran monitoring dan evaluasi kegiatan
akuntansi belanja dan administrasi belanja pegawai;

m. mclaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
(2) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan , mempunyai tugas:

a. menyusun rcncana program dan kegiatan sub bidang
Akuntansi Pendapatan;

b. mclaksanakan program dan petunjuk teknis di sub
bidang Akuntansi Pendapatan;

c. menyusun rencana kerja, program kegiatan sub bidang
Akuntansi Pendapatan;

d . mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan
koordinasi serta rekonsiliasi guna penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah ;

c. menyusun rumusan laporan keuangan pemerintah;
f. melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan realisasi

pendapatan guna bahan penyusunan laporan keuangan
pemerintah;

g. meneliti , rnengevaluasi dan rnenyiapkan pengesahan
laporan pertanggungjawaban pendapatan perangkat
daerah;

h. rnenyiapkan bahan guna rekonsiliasi dan
pertanggungjawaban pendapatan daerah yang

bersumber
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bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan
iainnya vang sail;

i. menyiapkan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis dan
pembinaan Terkait pelaksanaan kegiatan pada sub
bagian akuntansi pendapatan;

j. mengendalikan pengumpulan dan pengelolaan data
terkait pelaksanaan kegiatan pada sub bidang
akun tansi pendapatan;

k. melakukan asistensi terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pada sub bidang akuntansi pendapatan;

l . mcnyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan
pada sub bidang akuntansi pendapatan;

m. menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan
pada sub bidang akuntansi pendaparan ;

n. melakukan koordinasi dengan unit kcrja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

o. melaporkan basil kerja dan capaian kinerja; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan, mempunyai
tugas ;
a. mcnyusun rencana program dan kegiatan sub bidang

Penyusunan Laporan Keuangan;
b. mengendalikan pengumpulan bahon , melakukan

koordinasi serta rekonsilasi guna Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah ;

c. melaksanakan rekonsilasi dan konsulidasi laporan
realisasi keuangan perangkat dacrah dengan laporan
keuangan perangkat daerah;

d. meneliti dan menghimpun laporan realisasi keuangan
perangkat daerah;

c. mcnyusun rumusan laporan ketjangan pemerintah ;
f. menyiapkan bahan, pclaksaanaan bimbingan teknis dan

pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan pada sub
bidang Penyusunan Laporan Keuangan;

g. mengendalikan pengumpulan dan pengolahan data
terkait pelaksanaan kegiatan pada sub bidang
Penyusunan Laporan Keuangan;

h. melakukan asistensi terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pada sub bidang Penyusunan Laporan
Keuangan;

i. menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan
pada sub bidang Penyusunan Laporan Keungan;

j. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

k. mcnyelcnggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
pelaporan;

l. melaporkan basil kerja dan capaian kinerja ; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Kelima ...

%



Bagian Kelima
Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset

Hasal 11

1 1

(1) Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset , mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang
pericmpatan dan pcrluasan tenaga kerja;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat ( 1 ), Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan pctunjuk teknis di

bidang penatausahaan dan penilaian aset
b. pelaksanaan program dan pctunjuk teknis di bidang

penatausahaan dan penilaian aset:
c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian ariministrasi

di bidang penatausahaan dan penilaian aset;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama

dengan lembaga/ instansi lain di bidang penatausahaan
dan penilaian aset:

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkail;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Penatausahaan Aset, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang

penatausahaan aset;
b. melaksanakan koordinasi pembinaan , pengawasan dan

pengendalian aset dalam penatausahaan barang milik
dacrah kepada perangkat daerah;

c. melaksanakan monitoring dan meneliti laporan aset
/ barang milik dacrah dan 5 (lima) tahunan dan di buat
reknpitulasi menumt penggolongan dan kodefikasi;

d. menyiapkan bahan penyusunan rancangan keputusan
Walikora tentang penunjukan pcngclola, pembantu
pengelola, pengguna barang, penyimpan dan pengurus
barang;

e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan keputusan
Walikota tentang penunjukan operator aplikasi barang
milik daerah , admin dan satgas aplikasi barang milik
dacrah;

f. melaksanakan pembinaan atas peneatatan barang milik
daerah dalam dafiar barang milik daerah;

g. memberikan masukan dan kajian kepada pimpinan dan
mengkoordinasi kan terkait dengan aset / barang milik
daerah yang bermasalah;

h , melakukan
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h. melakukan bimbingan teknis dari asistensi terkait
pelaksanaan sistem pencatatan, penatausahaan dan
pelaporan;

i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

j. mclaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
k. metaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Standarisasi dan Penilaian Aset;
a. mcnyusun rencana program dan kegiatan sub bidang

standarisasi dan penilaian asct;
b. mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan

koordinasi serta rekonsilasi guna penyusunan laporan
standarisasi dan penilaian aset;

c. melaksanakan rekonsilasi dan konsolidasi laporan
realisasi standarisasi dan penilaian aset perangkat
daerah;

d. menyusun kebijakan analisa kebutuhan aset / barang
milik daerah;

e. melaksanakan analisa kebutuhan dan verifikasi harga
rencana kebutuhan barang milik daerah lingkup
perangkat daerah;

f. merencanakan, mengumpulkan, mensistematisasi,
menganalisis, daftar usulan prioritas kebutuhan;

g. melaksanakan penilaian barang milik daerah dalam
rangka penyusunan ncraca daerah, pemanfaatan
barang milik daerah dan pemindahtanganan barang
milik daerah;

h. menyusun standarisasi asct / BMD dan standar satuan
harga barang;

i. mengendalikan pengumpulan dan pengolahan data
terkait pelaksanaan kegiatan pada sub bidang
standarisasi dan penilaian aset;

j. melakukan asistensi terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pada sub bidang standarisasi dan penilaian
aset;

k. menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan
pada sub bidang standarisasi dan penilaian aset;

l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kclcncaran pelaksanaan tugas;

m. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
standarisasi penilaian aset;

n. rnelaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Muiasi Aset, melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana kerja dan program kegiatan sub.

bidang muiasi aset;
b. mengendalikan pengumpulan bahan , melakukan

koordinasi serta rekonsiliasi guna penyusunan mutasi
aset;

c. melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan
realisasi mutasi perangkat daerah.

d, memverifikasi
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d. memverifikasi usulan dan melaksanakan
mutasi / pengalihan aset Rarang Milik Daerah antar
perangkat daerah;

e . mcnyusun formasi pcrkembangan pelaksanaan kegiatan
pada sub, bidang mutasi aset;

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kirterja; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang mgasnya.

Baglan Keenam
Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset

Pasal 13
(1J Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang
pengamanan dan pemanfaatan aset.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayar (1) , Bidang Pengamanan dan Pcmanfatan Aset
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang pengamanan dan pemanfaatan aset;
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang

pengamanan dan pemanfaatan aset;
c. pengawasan , pembinaan dan pcngendalian adminislrasi

di bidang pengamanan dan pemanfaatan aset;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama

dengan lembaga / instansi lain di bidang pengamanan
dan pemanfaatan aset;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pengamanan dan Perneliharaan Aset ,
mempunyai tugas;

a. menyusun reneana program dan kegiatan subbid
pengamanan dan perneliharaan aset;

b. rncngendalikan pengumpulan bahan , melakukan
koordinasi serta rckonsiliasi dan konsolidasi laporan
pengamanan dan perneliharaan aset;

e. menyusun rumusan kebijakan teknis dibidang
pengamanan dan perneliharaan aset barang milik
daerah;

d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan
pengamanan dan perneliharaan aset ;

e. menyusun langkah-langkah pengamanan asset baik
pengamanan administrasi , pengamanan fisik dan
pengamanan hukum/yuridis;

f. menyiapkan dokumen -dokumen dan kajian terkait
dengan permasalahan hukum dalam penguasaan aset;

g. menginventarisir...
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g- menginventarisir dokumen asli kepeinilikan aset; berupa
tanah kendaraan bermotor serta aset lainnya secara
bcrkala;

h. mcngkoordinasikan pelaporan pemcliharaan barang
pada setiap SKPD minimal 2 (dua) semester pcrtahun;

i. menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan
pada sub bidang pengamanan dan pcmeliharaan aset;

j. melakukan koordinasi dengan unit kcrja terkait unruk
kelanearan pelaksanaan tugas;

k. menyelcnggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
pengamanan dan pemeliharaan aset dan ;

L . melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja ; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang Lugasnya .

(2) Sub Bidang Pemanfaatan Aset, mempunyai tugas:
a. meiiyusun rencana program dan kegiatan sub bidang

pemanfaatan aset;
b. mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan

koordinasi serta rekonsolasi guna penyusunan laporan
pemanfaatan aset;

c. melaksanakan rekonsilasi dan konsolidasi laporan
realisasi pemanfaatan aset ;

d. menyusun rumusan pelaksanaan kebijakan
pemanfaatan barang milik daerah ;

e. melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mcnghimpun dan mcmbuat laporan pelaksanaan
pemanfataan barang milik daerah;

g. menyajikan , mendistribusikan dan menviapkan
adrninistrasi pemanfaatan barang milik daerah dengan
perjanjian kerjasama dan berita acara;

h. menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan
pada sub bidang pemanfaatan aset;

i. menyiapkan adminisirasi pemanfaatan, mcmantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan barang milik
daerah;

j. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelanearan tugas;

k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
pemanfaatan aset;

l. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset,
mempunyai tugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan sub bidang

pemindahtangan dan penghapusan aset;
b. menyusun rencana kerja, program kegiatan sub bidang

pemindahtanganan dan penghapusan aset;
c . menyusun rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan dibidang pemindahtanganan dan
penghapusan aset barang milik daerah;

d . menyusun...
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d. menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan
pada sub bidang pemindahtangan dan penghapusan
asci;

e. mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan
koordinasi serta rekonsiliasi guna penyusunan Laporan
pemindahtanganan dan penghapusan aset;

f . melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan
realisasi pemindahtanganau dan penghapusan aset;

g. menyiapkan administrasi dan mengkoordinasikan
rencana pemindahtanganan dan penghapusan barang
milik daerah;

h. melaksanakan pemindahtanganau dan penghapusan
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

i. menghimpun, menyiapkan bahan, menyusun data,
mencliti dokumen, membuat laporan dan usulan barang
vang sudah rusak, lidak digunakan urituk dihapus dan
dipindahtangankan;

j. menghimpun dan membuat laporan pelaksanaan
pemindahtanganau dan penghapusan barang milik
daerah;

k. menyajikan, mendistribusikan dan menyiapkan
administrasi pemindahtanganau dan penghapusan
barang milik daerah dengan berita acara;

l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran tugas;

m. melaporkan basil kerja dan capaian kinerja; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

BAB IV
UiNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

(1) Unit Pelaksana Teknis tnerupakan unsur pelaksana teknis
operasional Badan.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis
mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang

operasionalnya; dan
b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
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Pasal 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan
lungsi Unit Pelaksana Tcknis Badan ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
keahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam
bidang dan /atau subbid yang sesuai dengan butir kegiatan
teknis fungsional.

(4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis dan beban kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pada Badan berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VII
TATA KEKJA

Pasal 20

(1) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau
sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui
Sekretaris .

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib mencrapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sirnplifikasi
baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan Pcmerintah Kota serta dengan instansi lain di
luar Pernerintah Kota sesuai dengan tugas masing masing,

(3) Kepala ...

u' 9i <J
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(3) Kcpala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Reksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan
seita petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala Badan , Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian , Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang ditenma oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan di oiah dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(6) Balain hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat
menunjuk Sekretaris Badan atau Kepala Bidang di
lingkungan Badan berdasarkan senioritas dan
kepangkatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 21

(1 ) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini,
wajib dilaksanakan selambat-lambamya pada tanggal
1 Januari 2017.

(2) Segala ketemuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai
dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Proscdur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan iungsi Badan
yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan .

Pasal
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Pasal 23

Dengan beriaKunya Pcrateran Waiikota ini . Pcraturan Waiikota
Nomor 04 Tohun 20 15 uentang Perubahan Keiiga atas Pcraturan
Waiikota Palembang Nomor 51 tahun 2000 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lemhaga Teknis Daerah Kola
Palembang, sebagaunana lelah diubah dengan Pcraturan
Waiikota Palembang Nomor 47 Tahiin 20 ; 1 tentang Perubahan
alas Pcraturan Waiikota Nornor 51 rahun 2009 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas f.embag:i Tbknis Dacron Raglan
Kesebdas, dicabut dan dinyataknn tidak berlaku .

Pasal 24

Pcraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangga
diundangkan.

Agar ssriap . orang mengetahuinya. memerintahkan
pengundangan Pcraturan Walikota ini, dengan penenipatnrm
dalam Berita Daerah Kota Palembang,

Djictapka. t '; di Palembang
pada iangp/i ! f^O KjOJ&tk&r 2p l

WA1.1 KOTA PAl.EMBANG

V
Diundangkan di Palembang
pacia tanggal 30 k3ovefr\t#r 201b

SEKRETAR1S DADRAH
KOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR %
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